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ABSTRAK
This article discusses the concept of understanding crime through a chronological paradigm, which involves analyzing the evolution and development of crime over time. This paradigm describes a series of crime events to uncover the factors that influence and encourage the occurrence of crime. Looking at crime chronologically allows an understanding of changes in crime patterns, community responses, and prevention and countermeasures that have been carried out. Chronological analysis traces patterns of crime in the context of specific historical events or social crises, providing insight into how social conditions affect criminal behavior. Society's response to crime shapes future criminal policy and prevention efforts. The evolution of the legal system and changes in social norms are reflected in the way crimes are defined and punished. Through collaboration between researchers, law enforcement, and policymakers, understanding the chronological paradigm helps identify common patterns, respond to changes in society, and develop more effective strategies for tackling crime.
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[bookmark: _Toc157070193][bookmark: _Toc157076603]PENDAHULUAN
Memahami kejahatan melalui paradigma kronologi melibatkan analisis evolusi dan perkembangan kejahatan dari waktu ke waktu. Paradigma ini mencoba menyusun rentetan peristiwa kejahatan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya kejahatan. Dengan melihat kejahatan secara kronologis, kita dapat memahami perubahan pola kejahatan, respons masyarakat, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan.[footnoteRef:1] [1:  Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika] 

Hal pertama untuk memahami kejahatan secara kronologis, perlu diperhatikan bagaimana jenis kejahatan dan motifnya telah berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa kejahatan mungkin memiliki akar sejarah yang panjang, sementara yang lain mungkin muncul sebagai respons terhadap perkembangan sosial, ekonomi, atau teknologi. Sebagai contoh, dengan munculnya internet, kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas dan penipuan online menjadi fenomena baru yang harus dipahami.[footnoteRef:2] [2:  Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Recidive. 8(1).] 

Analisis kronologis dapat melibatkan penelusuran pola kejahatan dalam konteks peristiwa sejarah atau krisis sosial tertentu. Misalnya, kejahatan dapat meningkat selama periode perang, ketidakstabilan politik, atau krisis ekonomi. Menyelidiki hubungan antara peristiwa sejarah dan tingkat kejahatan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi sosial tertentu dapat mempengaruhi perilaku kriminal.
Penting juga untuk memperhatikan respons masyarakat terhadap kejahatan dalam paradigma kronologi ini. Bagaimana masyarakat merespon dan menanggapi kejahatan dapat membentuk kebijakan kriminal dan upaya pencegahan di masa depan. Selain itu, evolusi sistem hukum dan perubahan dalam norma sosial juga dapat tercermin dalam cara kejahatan didefinisikan dan dihukum.[footnoteRef:3] [3:  Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi. 5(2).] 

Dengan memahami kejahatan melalui paradigma kronologi, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, merespons perubahan dalam masyarakat, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan. Ini melibatkan kolaborasi antara peneliti, penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk menggali pengalaman masa lalu sebagai landasan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kejahatan di masa depan.
Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, menyebabkan penentangan dari masyarakat. Fenomena ini terjadi di berbagai tempat dan waktu, bukan hanya sebagai masalah lokal atau nasional, melainkan juga sebagai tantangan global. Menurut Bonger, kejahatan dapat diartikan secara formal sebagai perbuatan yang dikenai pidana oleh masyarakat atau negara, dan pada tingkat yang lebih dalam, merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan. Bonger menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang sangat anti-sosial dan mendapatkan respons negara berupa penderitaan atau hukuman.
Pandangan Bonger menunjukkan bahwa kejahatan seringkali diidentifikasi dengan pemberian sanksi pidana. Walaupun demikian, banyak gagasan strategi pemberantasan kejahatan menunjukkan bahwa pendekatan penal (pidana) bukanlah satu-satunya pilihan. Meskipun pendekatan penal tetap menjadi strategi utama di banyak negara, perlu diakui bahwa pemberantasan kejahatan seharusnya dilakukan secara holistik dan integratif. Barda Nawawi Arif menekankan pentingnya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta pendekatan yang mencakup tindakan represif (pidana) dan preventif (non-penal).[footnoteRef:4] [4:  Usman. (2012). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. 1(1).] 

Kejahatan atau tindak pidana, merupakan suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum dan norma-nor	ma sosial yang telah ditetapkan oleh suatu masyarakat atau negara. Dalam kerangka hukum, tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian ringan hingga kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Fenomena kejahatan bersifat universal dan dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, memerlukan pemahaman mendalam untuk mengatasi dan mencegahnya.[footnoteRef:5] [5:  Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.] 

Tindak pidana mencakup berbagai kategori, dan setiap kategori memiliki karakteristik dan sifatnya sendiri. Salah satu cara untuk memahami kejahatan adalah melalui klasifikasi berdasarkan sifat pelanggaran. Kejahatan bisa bersifat personal, seperti kejahatan seksual atau kekerasan antar individu, atau bersifat properti, seperti pencurian atau perusakan harta benda. Selain itu, tindak pidana juga dapat bersifat ekonomi, seperti penipuan atau korupsi, yang merugikan perekonomian suatu negara[footnoteRef:6]. [6:  Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.] 

Perlu diperhatikan bahwa konsep kejahatan dapat berbeda-beda di setiap masyarakat dan dapat berubah seiring waktu. Apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam satu budaya mungkin tidak begitu dianggap dalam budaya lain. Oleh karena itu, pemahaman kejahatan harus dilihat sebagai konsep yang relatif, tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tertentu.[footnoteRef:7] [7:  Yusdiansyah, E., & Sialagan, H. (2008). Ilmu Negara. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Nomensen.] 

Aspek hukum merupakan satu dimensi penting dalam memahami kejahatan. Hukum memainkan peran utama dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi atau hukuman yang sesuai untuk pelanggaran tersebut. Sistem hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan penegakan aturan.[footnoteRef:8] [8:  Sodik, D. M., & Sambas, N. (2018). Hukum Indonesia Sejarah Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.] 

Bentuk-bentuk tindak pidana juga dapat dikaji dari sudut pandang motivasi pelaku. Beberapa teori kriminologi mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini bisa melibatkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, atau lingkungan. Misalnya, teori strain menunjukkan bahwa ketidakmampuan memenuhi tujuan sosial atau ekonomi dapat menjadi pemicu seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.
Pencegahan kejahatan juga menjadi fokus penting dalam memahami tindak pidana. Pendekatan pencegahan dapat melibatkan upaya-upaya yang bersifat represif, seperti penegakan hukum dan sistem pidana, atau bersifat preventif, seperti program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau pembangunan ekonomi. Pendekatan yang holistik dan terpadu dalam pencegahan kejahatan menjadi semakin penting untuk mencapai hasil yang efektif.
Kejahatan juga dapat dipahami melalui konsep respons masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Bagaimana masyarakat merespon tindak pidana dapat memengaruhi dinamika kejahatan di suatu wilayah. Program rehabilitasi, dukungan sosial bagi mantan narapidana, dan upaya reintegrasi sosial dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan dengan memberikan peluang kedua kepada pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.[footnoteRef:9] [9:  Ravena, D., & Kristian. (2017). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Kencana.] 

Dalam rangka memahami kejahatan, perlu diingat bahwa pemahaman yang komprehensif memerlukan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi. Upaya bersama dalam menyelidiki, menganalisis, dan mencari solusi untuk mengatasi kejahatan akan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.
Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat, teori-teori hukum pidana pun mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak awal konsep hukum pidana, para ahli dan pemikir hukum telah terus mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan dan memahami dasar serta tujuan dari hukum pidana.[footnoteRef:10] [10:  Silaen, F., Siregar, S. A., & Agung, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Darma Agung. 28(1).] 

Analisis perkembangan teori hukum pidana menjadi sangat penting karena teori-teori tersebut mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap sifat kejahatan, sanksi pidana, serta peran negara dalam mengontrol perilaku kriminal. Perkembangan teori hukum pidana juga mencerminkan perubahan norma dan nilai-nilai yang dianggap relevan dalam suatu masyarakat.
Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan global seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan paradigma politik telah membawa dampak signifikan terhadap fenomena kejahatan. Oleh karena itu, analisis perkembangan teori hukum pidana menjadi semakin relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial seputar penanganan kejahatan di era modern ini.
Dengan memahami perkembangan teori hukum pidana, kita dapat mengidentifikasi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana, penekanan pada pencegahan kejahatan, dan peran sistem peradilan pidana. Pemahaman tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif dan adil dalam menangani kejahatan di tengah perubahan dinamika masyarakat. Selain itu, analisis perkembangan teori hukum pidana juga dapat memberikan landasan konseptual bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan mengkaji permasalahan hukum pidana yang kompleks. Dengan memahami bagaimana teori-teori ini berkembang, kita dapat membangun dasar pengetahuan yang kuat untuk merumuskan strategi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan keadilan sosial.[footnoteRef:11] [11:  Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum. 4(1).] 

Melalui makalah ini, diharapkan akan tergambar evolusi pemikiran hukum pidana dari masa ke masa, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Dengan menganalisis perkembangan teori hukum pidana, kita dapat membangun landasan yang kuat untuk mengeksplorasi solusi-solusi inovatif dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di masa depan.Top of Form
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Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis "Teori Hukum Pidana di Indonesia" menggabungkan pendekatan analitis dan studi literatur. Penelitian akan dimulai dengan melakukan studi literatur yang mendalam terkait pemikiran para ahli hukum Indonesia yang telah berkontribusi pada perkembangan teori hukum di negara ini. Fokus utama akan diberikan pada evolusi teori hukum dari masa ke masa, memperhatikan perubahan pandangan masyarakat terhadap keadilan, sanksi pidana, dan peran negara dalam mengelola perilaku kriminal. Selanjutnya, penelitian akan memusatkan perhatian pada pemahaman konsep-konsep kunci dalam teori hukum pidana di Indonesia, termasuk asas-asas hukum pidana, prinsip-prinsip keadilan, dan norma-norma sosial yang membentuk landasan teori-teori tersebut. Analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana konsep-konsep ini tercermin dalam kerangka hukum positif Indonesia.
Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk analisis yang mendalam, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang teori hukum pidana di Indonesia. Kesimpulan penelitian akan mencakup evaluasi terhadap relevansi teori-teori hukum pidana dalam konteks Indonesia, serta rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memahami dan meningkatkan pemahaman kita tentang teori hukum pidana di Indonesia.[footnoteRef:12] [12:  Abdulkadir, M. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.] 
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[bookmark: _Toc157076612]Kajian Ontologi. Epistemologi. Dan Aksiologi Ilmu Hukum
Filsafat hukum berupaya untuk mencari dan menemukan hukum secara hakiki, secara arif bijaksana. Dengan demikian diharapkan dengan kearifan itu para juris dapat melakukan tugas pokoknya yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dapat melahirkan rasa keadilan, sedangkan hukum yang baik dapat menimbulkan keberpihakan, dan hukum yang adil mampu menetramkan.
[bookmark: _Toc157076613]Ontologi Ilmu Hukum
Pandangan ontologis terhadap ilmu hukum membuka pintu wawasan filosofis yang mendalam dalam membahas hakikat dan eksistensi hukum. Realisme hukum, misalnya, menangkap kompleksitas hukum sebagai fenomena sosial yang tak terpisahkan dari pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Paham ini menolak pandangan bahwa hukum adalah entitas terpisah dan objektif. Sebaliknya, hukum dilihat sebagai hasil interaksi kompleks dalam masyarakat. Di sisi lain, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah apa yang diakui oleh otoritas berwenang, tanpa memperhitungkan pertimbangan nilai moral atau objektif. Pandangan ini menempatkan penekanan pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau sistem hukum tertentu sebagai satu-satunya bentuk hukum yang sah.
Naturalisme hukum membawa gagasan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau hukum alamiah yang mendasari hukum manusia. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa hukum berasal dari sumber-sumber yang lebih mendasar dan objektif. Konstruktivisme hukum menekankan peran manusia dalam menciptakan, menafsirkan, dan mengimplementasikan hukum sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kultural. Pendekatan ini memahami bahwa hukum tidak hanya merupakan entitas yang diberlakukan dari atas, tetapi juga hasil dari interaksi manusia dalam masyarakat. Sementara itu, perspektif feminis hukum menyelidiki relasi kekuasaan gender dalam hukum, mendekonstruksi pandangan tradisional terhadap hukum dan menyoroti ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum.
Pemahaman ontologis terhadap ilmu hukum menciptakan landasan yang kompleks dan beragam, memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber, sifat, dan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang filosofis. Para ahli hukum dapat menggunakan kerangka ini untuk menjelajahi dimensi kritis dan kompleksitas dalam memahami dan mengevaluasi hukum.[footnoteRef:13] [13:  Halim, A., Maryani, H., Zikrillah. (2022). Kajian Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara. 1(1).] 

[bookmark: _Toc157076614]Epistemologi Ilmu Hukum
Epistemologi berasal dari kata episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu yang sistematis, teori), merujuk pada teori atau ilmu pengetahuan yang membahas metode dan dasar-dasar pengetahuan, terutama sehubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas pengetahuan tersebut. Beberapa ahli, seperti P. Hardono Hadi, D. W. Hamlyin, dan Mujamil Qomar, memberikan definisi mengenai epistemologi. Mereka menggambarkan epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari kodrat dan cakupan pengetahuan, dasar-dasar dan pengandaian-pengandaian, serta pertanggungjawaban atas pernyataan tentang pengetahuan.[footnoteRef:14] [14:  Qomar, M. (2005). Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik. Jakarta: Erlangga.] 

Epistemologi memiliki enam aspek menurut Mudhlorahmad, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan saran pengetahuan. Lingkup kajian epistemologi hukum mencakup upaya untuk memahami bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, seberapa valid tingkat kebenarannya, dan di mana pengetahuan tersebut ditemukan, baik melalui akal budi atau pengalaman indrawi. Epistemologi hukum mencari jawaban tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan hukum.
Epistemologi sistem hukum membahas kehadiran hukum sebagai suatu sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Konsep sistem ini melibatkan orientasi kepada tujuan, keseluruhan yang lebih dari jumlah bagian, interaksi dengan lingkungan, transformasi oleh setiap bagian, keterhubungan, dan adanya kekuatan pemersatu.
Epistemologi asas hukum membahas prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai fondasi hukum. Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar atau fondamen hukum yang menjadi titik tolak untuk berfikir tentang hukum, pembentukan undang-undang, dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.
Epistemologi kesadaran hukum menyoroti kesadaran tentang hukum dalam diri individu. Kesadaran ini mencakup kesadaran tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan keyakinan tentang kebaikan. Kesadaran moral hukum memunculkan rasa wajib berbuat baik dan memotivasi tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran ini juga mendorong introspeksi dan bertanggung jawab terhadap perbuatan.[footnoteRef:15] [15:  Erwin, M. (2015). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.] 

[bookmark: _Toc157076615]Aksiologi Ilmu Hukum
Aksiologi hukum yang berasal dari gabungan kata Yunani "axios" yang berarti nilai, dan "logos" yang berarti ilmu atau teori, merujuk pada teori nilai. Nilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah pertimbangan manusia terhadap hal-hal yang dinilai. Aksiologi, seperti yang diuraikan oleh Jujun S. Sumantri, didefinisikan sebagai teori nilai yang terkait dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh.
Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi tiga bagian: moral conduct (tindakan moral), esthetic expression (ekspresi keindahan), dan sosio-political life (kehidupan sosial politik). Dalam konteks hukum, aksiologi memainkan peran penting dalam menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Nilai-nilai ini memengaruhi pembentukan hukum dan pelaksanaannya.
Aksiologi hukum melibatkan penilaian terhadap nilai-nilai yang ada dalam setiap perbuatan hukum. Pembahasan nilai-nilai ini terkait dengan terbentuknya hukum dan implementasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan dinilai baik atau buruk. Seperti dalam filsafat, aksiologi hukum mengaitkan nilai-nilai moral dengan tindakan dalam masyarakat.
Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk memberikan dimensi penilaian pada aksiologi hukum. Hukum sendiri memiliki nilai-nilai yang diwujudkan dalam peraturan dan ketetapan. Aksiologi menentukan nilai apa yang ingin dicapai dalam suatu peraturan atau nilai apa yang mendasari terbitnya ketetapan hukum. Dalam hukum terdapat nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, kemanfaatan, persatuan, ketertiban, dan lain sebagainya yang ingin diwujudkan. Namun, ada pula antinomi atau nilai-nilai yang berlawanan yang selalu bersaing. Manusia sebagai pemilik dan pembuat hukum diharapkan menjaga keseimbangan nilai ini, sebagaimana lambang hukum yang merupakan timbangan, di mana keinginan untuk bersatu dan berkumpul diakui sebagai hak asasi manusia.[footnoteRef:16] [16:  Erwin, M. (2015). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.] 

[bookmark: _Toc157076616]Gambaran Umum Tentang Teori Hukum
Dalam uraiannya mengenai teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo menegaskan bahwa peran teori sangat penting dalam memahami dan merangkum masalah yang dibahas dalam bidang ilmu. Teori memberikan sarana untuk menyatukan dan menunjukkan keterkaitan antara masalah-masalah yang pada awalnya tampak tersebar dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, teori memberikan penjelasan dengan mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Suatu teori, menurutnya, terdiri dari seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisi dan saling berhubungan, serta pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel.[footnoteRef:17] [17:  Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum.] 

Bruggink dalam pandangannya, mengartikan teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan mengenai sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan hukum. Definisi ini memiliki makna ganda, yaitu teori hukum sebagai produk dan teori hukum sebagai proses. Sebagai produk, teori hukum merupakan hasil dari kegiatan teoretik dalam bidang hukum. Sementara itu, sebagai proses, teori hukum merujuk pada kegiatan teoretik atau penelitian teoritik dalam bidang hukum.[footnoteRef:18] [18:  Bruggink, J. J. H. (1999). Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.] 

Terkait dengan makna ganda lainnya, Meuwissen membagi analisis teori hukum menjadi tiga tataran. Pertama, filosofi hukum menjadi landasan dari keseluruhan teori hukum dalam arti luas. Kedua, teori hukum dalam arti sempit yang mencakup bentuk-bentuk pengembangan hukum teoretik seperti dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum.
Dari berbagai pemikiran mengenai teori hukum, para ahli juga telah memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan teori hukum pidana, yang sering disebut sebagai teori pemidanaan. Dalam konteks ini, para pemikir hukum mencurahkan ide dan konsep mereka untuk membangun landasan teori hukum pidana, yang melibatkan konsep-konsep seperti dogmatik hukum pidana, sejarah hukum pidana, perbandingan hukum pidana, sosiologi hukum pidana, dan psikologi hukum pidana.[footnoteRef:19] [19:  Helmi, M. I. (2022). Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 9(6).] 
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Ilmu hukum sebagai bidang studi yang mendalami sistem hukum, memiliki sejumlah teori yang diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan sifat dan fungsi hukum. Salah satu teori utama adalah teori Hukum Alam atau Hukum Natural, yang diasumsikan memiliki prinsip-prinsip moral yang objektif dan universal sebagai dasar hukum. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menganggap bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan moralitas yang terkandung dalam alam. Di sisi lain, teori Positivisme Hukum, yang dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, menegaskan bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dalam pandangan ini, tidak ada hubungan intrinsik antara hukum dan moral, dan keberlakuan hukum bergantung pada keberadaan otoritas hukum yang mengeluarkannya.
Teori Realisme Hukum, yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank, menekankan bahwa faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keputusan hukum, dalam perspektif ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, dan penekanan diberikan pada efek praktis dan sosial dari hukum. Sementara itu, teori Fungsionalisme Hukum, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim, menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Fungsionalisme mengidentifikasi peran hukum dalam memelihara ketertiban sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Teori Kritis Hukum, yang memiliki akar pemikiran dalam karya Karl Marx dan gerakan Critical Legal Studies, menyatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan dominasi. Analisis kritis dilakukan terhadap hubungan antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial.
Teori Feminisme Hukum menyoroti dampak gender dalam hukum, menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketidaksetaraan gender. Tokoh-tokoh seperti Catherine MacKinnon dan Carol Gilligan memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan ini. Terakhir, teori Rekonstruktivisme Hukum, yang diusulkan oleh Ronald Dworkin, menekankan arti dan interpretasi hukum dalam konteks sosial dan sejarah. Hukum dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan integritas dalam masyarakat.
Gabungan elemen-elemen dari teori-teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas ilmu hukum, mencerminkan perbedaan pandangan dan pendekatan yang muncul dari berbagai konteks sejarah, sosial, dan filosofis. Melalui pemahaman ini, ilmu hukum terus berkembang untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.[footnoteRef:20] [20:  Sinaulan, R. L. (2018). Teori Ilmu Hukum. Yogyakarta: Zahir Publishing.] 
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Teori Hukum Pidana adalah suatu kerangka konseptual dan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis aspek-aspek berbagai fenomena yang terkait dengan hukum pidana. Ini melibatkan pengembangan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan proposisi teoretis yang membantu dalam memahami perilaku kriminal, justifikasi hukuman, dan sistem peradilan pidana.
Teori Hukum Pidana mencakup berbagai perspektif dan pendekatan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukuman, serta konsep-konsep etika dan keadilan dalam hukum pidana. Beberapa teori hukum pidana terkenal melibatkan aspek-aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan filosofis untuk merinci faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Selain itu, teori hukum pidana juga mencakup konsep sanksi pidana, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan terhadap tindakannya. Diskusi dalam teori hukum pidana seringkali mencakup pertimbangan etika hukuman, tujuan rehabilitasi, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.[footnoteRef:21] [21:  Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. Journal of Social Science Research. 3(5).] 
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Istilah "pidana" secara khusus merujuk pada sanksi yang diterapkan dalam konteks hukum pidana. Konsep ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakikatnya. Roeslan Saleh mendefinisikan "pidana" sebagai reaksi terhadap delik, yang merupakan bentuk nestapa yang disengaja yang diberlakukan oleh negara kepada pelaku delik.
Menurut Muladi dan Barda Nawawi, unsur pengertian pidana melibatkan beberapa aspek, yaitu: pertama, pidana pada dasarnya merupakan pengenaan penderitaan atau akibat tidak menyenangkan; kedua, pidana diberikan dengan sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki kekuasaan, yang berwenang memberikan sanksi tersebut; ketiga, pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengenaan pidana, seberapa ringannya pun, pada hakikatnya mencakup pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai alat politik kriminal harus didasari oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Penting untuk mencari jawaban atas pertanyaan fundamental mengenai tujuan dan justifikasi di balik pemberian pidana kepada individu yang melakukan kejahatan. Sejak zaman dahulu, berbagai teori pemidanaan telah muncul untuk menjawab persoalan ini. Teori-teori ini berupaya memberikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendukung pemahaman mengenai mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan sebagai bentuk tanggapan terhadap perilaku kriminal.[footnoteRef:22] [22:  Muladi., & Nawawi, B. (1992). Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.] 
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Dalam memahami teori hukum dan pemidanaan, Prof. Satjipto Raharjo menekankan peran penting teori dalam ilmu pengetahuan. Teori memungkinkan kita merangkum dan memahami permasalahan dengan lebih baik, mengintegrasikan elemen-elemen yang tampak tersebar menjadi satu kesatuan yang bermakna. Dalam konteks hukum pidana, istilah "pidana" mencerminkan sanksi yang diterapkan dalam sistem hukum pidana.
Menurut Roeslan Saleh pidana diartikan sebagai respons negara terhadap delik, suatu nestapa yang disengaja yang diterapkan kepada pelaku delik. Pandangan ini menegaskan bahwa pidana tidak hanya bersifat sebagai hukuman semata, melainkan juga sebagai bentuk reaksi negara yang berwujudkan penderitaan atau akibat tidak menyenangkan yang ditimpakan secara sengaja oleh pihak berwenang pada seseorang yang melanggar undang-undang.
Teori pemidanaan melibatkan konsep-konsep penting seperti retributif, preventif, rehabilitatif, dan deterrensi. Teori-teori ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: absolut atau teori pembalasan, relatif atau teori tujuan, dan gabungan keduanya. Dalam teori pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Fokusnya pada keadilan dan balas dendam, terbagi menjadi pembalasan subjektif dan objektif.
Sementara itu teori relatif atau tujuan, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan absolut. Tujuannya lebih luas, melibatkan pencegahan, perbaikan, dan pembinaan pelaku kejahatan. Teori ini mencoba mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diderita, membina penjahat, dan mencegah kejahatan. Namun, kompleksitas motif kejahatan dan individualitas pelaku menantang keberlakuan teori ini.
Teori pemidanaan terus berkembang seiring waktu dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat pada era tertentu. Diskusi mendalam tentang teori-teori ini adalah esensial untuk merancang sistem hukum pidana yang efektif dan sejalan dengan norma-norma sosial. Pemahaman mendalam tentang teori-teori ini membuka pintu untuk refleksi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur kebijakan pidana dalam suatu masyarakat.[footnoteRef:23] [23:  Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum. 6(2).] 

Dalam konteks perkembangan pemikiran teori hukum pidana, penting untuk mengakui bahwa teori pembalasan menganggap pidana sebagai pembalasan yang setimpal dengan kejahatan. Namun, kekritisan terhadap teori ini muncul, terutama dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan beradab. Pidana bukan hanya bersifat sebagai sarana untuk membalas, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Di sisi lain, teori relatif atau tujuan menekankan pada aspek pencegahan kejahatan dan perbaikan masyarakat. Fokus pada tujuan preventif, deterrensi, dan reformatif mencerminkan pergeseran pandangan terhadap pidana sebagai suatu bentuk intervensi yang lebih kompleks dan holistik. Namun, tantangan muncul dalam implementasi teori ini, terutama dalam mengelola diversitas motif kejahatan dan perbedaan kondisi sosial masyarakat.
Dalam keseluruhan, pembahasan mengenai teori hukum dan pemidanaan memberikan landasan untuk merenungkan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum suatu masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap teori-teori tersebut mendukung perancangan kebijakan pidana yang tidak hanya adil tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan nilai masyarakat. Dengan demikian, diskusi ini bukan hanya sekadar eksplorasi konsep-konsep teoretis, tetapi juga ajakan untuk berpikir lebih lanjut tentang peran dan evolusi hukum pidana dalam mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:24] [24:  Irmawati, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 3(2).] 
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Teori gabungan dalam pemikiran hukum pidana muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan kelebihan dan mengatasi kelemahan dari dua teori utama, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Tujuan utama dari teori gabungan adalah menciptakan suatu pendekatan yang seimbang dalam pemidanaan, menggabungkan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi kelemahan masing-masing teori.
Kelemahan teori absolut yang terfokus pada pembalasan, diakui karena dapat menimbulkan ketidakadilan akibat penjatuhan hukuman yang mungkin tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Di sisi lain, kelemahan teori relatif mencakup potensi ketidakadilan dalam menentukan hukuman berdasarkan keberatan perbuatan tanpa memperhitungkan tingkat bahayanya. Selain itu, fokus pada pemperbaikan masyarakat kadang-kadang mengesampingkan kepuasan masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan.
Dalam menjawab kompleksitas ini, teori gabungan mengusulkan tiga pendekatan utama. Pertama, teori integratif yang menekankan pembalasan tetapi dengan batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, teori yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tanpa memberikan hukuman yang berlebihan terhadap pelaku. Ketiga, teori integratif yang mencari keseimbangan antara kedua pendekatan sebelumnya.
Pemikiran ini diajukan oleh Muladi dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam teori integratif adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana.
Roeslan Saleh menambahkan dimensi tambahan pada tujuan pemidanaan, menyatakan bahwa pemidanaan diharapkan membawa kerukunan dan berperan sebagai proses pendidikan untuk memungkinkan individu kembali diterima dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut pasal 54 dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005 juga menegaskan aspek pencegahan, pembinaan narapidana, penyelesaian konflik, dan pembebasan rasa bersalah.
Secara keseluruhan, teori gabungan menggambarkan pemahaman yang holistik tentang tujuan pemidanaan. Andi Hamzah memaparkan konsep tiga R dan satu D, yaitu reformation (reformasi), restraint (pembatasan), retribution (pembalasan), dan deterrence (pencegahan). Reformasi bertujuan memperbaiki dan merehabilitasi pelaku kejahatan, pembatasan untuk menjauhkan dari masyarakat, pembalasan sebagai respons atas pelanggaran hukum, dan pencegahan untuk memberikan contoh yang menakutkan dan mencegah kejahatan di masa depan.
Pandangan Sholehuddin menambahkan dimensi efek penjeraan dan penangkalan, rehabilitasi, serta pendidikan moral dalam tujuan pemidanaan. Dia memandang bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai hukuman semata, melainkan sebagai proses pengobatan sosial dan moral untuk mencapai reformasi individu.
Dalam konteks ini, teori gabungan mencerminkan upaya untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang berimbang dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Melalui integrasi unsur-unsur pembalasan dan tujuan, teori ini menciptakan landasan yang lebih kaya untuk merancang kebijakan pidana yang mempertimbangkan keadilan, pencegahan kejahatan, pembinaan masyarakat, serta pemulihan individu. Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, teori gabungan memperkaya wacana mengenai fungsi dan tujuan pemidanaan dalam kerangka hukum pidana modern.[footnoteRef:25] [25:  Setiawan, M. A. (1999). Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan. Jurnal Hukum. 11(8).] 
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Hukum pidana diatur oleh berbagai peraturan undang-undang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, beberapa peraturan undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana antara lain:
· Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):
· Pasal 28I ayat (2): Menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.
· Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
· KUHP merupakan undang-undang pokok yang mengatur hukum pidana di Indonesia. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1918 dan telah mengalami beberapa kali perubahan.
· Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
· Undang-Undang ini mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum khusus untuk menangani kasus korupsi.
· Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
· UU ITE mengatur tentang tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, termasuk kejahatan dunia maya.
· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
· UU ini mengatur tata cara proses peradilan dalam hukum pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana.
· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
· Mengatur tindak pidana dalam bidang persaingan usaha yang tidak sehat.
· Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
· UU ini mengatur tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana narkotika.
· Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
· Mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.
Peraturan-peraturan ini hanya sebagian kecil dari rangkaian undang-undang yang ada di Indonesia yang terkait dengan hukum pidana. Setiap undang-undang tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang spesifik mengenai jenis-jenis tindak pidana, sanksi, dan proses hukum yang berlaku.[footnoteRef:26] [26:  Takdir. (2013). Mengenal Hukum Pidana.  Jakarta: Laskar Perubahan.] 

[bookmark: _Toc157070208][bookmark: _Toc157076624]KESIMPULAN 
Melalui analisis yang terperinci dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan kunci yang merangkum pemahaman mendalam terkait kejahatan dalam paradigma kronologis dan evolusi teori hukum pidana. Pertama-tama, pendekatan kronologis membuka peluang untuk memahami lebih baik dinamika perubahan pola kejahatan seiring berjalannya waktu, reaksi masyarakat terhadapnya, serta upaya pencegahan yang telah diimplementasikan. Metode ini melibatkan penelusuran korelasi antara peristiwa sejarah atau krisis sosial dengan tingkat kejahatan, memberikan wawasan yang mendalam terkait faktor-faktor yang turut memengaruhi pola perilaku kriminal.
Konsep kejahatan menurut Bonger menegaskan kompleksitasnya, diidentifikasi tidak hanya melalui sanksi pidana tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Hal ini memerlukan pendekatan pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga melibatkan strategi preventif dan holistik. Pentingnya evolusi teori hukum pidana terungkap dalam respons terhadap tantangan global seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan paradigma politik. Pemahaman terhadap perubahan pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana, penekanan pada pencegahan kejahatan, dan peran sistem peradilan pidana menjadi krusial dalam menyusun kebijakan hukum yang adaptif.
Perlu dicatat bahwa, meskipun kejahatan bersifat universal, konsepnya dapat bervariasi di setiap masyarakat, menekankan pada relatifitas pemahaman terhadap fenomena kejahatan sesuai dengan nilai dan norma-norma setempat. Terakhir, makalah ini memiliki tujuan menjelaskan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum, memberikan gambaran umum tentang teori hukum di Indonesia, memberikan penjelasan rinci tentang teori hukum pidana, dan merinci peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana.
Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil menekankan perlunya kolaborasi lintas disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi, untuk memahami kejahatan secara holistik. Analisis evolusi teori hukum pidana memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif namun juga responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, pemahaman evolusi pemikiran hukum pidana menjadi pondasi esensial dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dan aspirasi menciptakan masyarakat yang aman dan adil.
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